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BUPAT] MERANGIN
BUPAT] MERANGIN
PROVINSI jamp;

PERATURAN BUPATy MERANGIN
TENTANG
RUBAHAN ATAS PERATURAN BUPA
PE TENTANG PEDOMAN BIAYATI MERANGIN NOMOR 68 TAHUN 2022

PENUNJANG OPERASIO
BUPATI DAN WAKIL Bypary o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang a. bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor 68 Tahun

2022 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional
Bupati dan Wakil Bupati belum mengakomodir
pedoman biaya penunjang Operasional bagi Penjabat
Bupati, Penjabat Sementara Bupati sehingga perlu
Pe€nyempurnaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Merangin Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman
Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat : A Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Das
Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Darurat Nomor 12
tentang Pembentukan Daerah Otonc
(Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 25), sebagaimana telah diubah

Republik Indonesia Nomor 2755); 8



999 tentan
u Kabupaten Sarg] Upaten Teho,
abupate Uarg Jamp; t
Jah N8 Timyy (Le a'en iy
aran ara Publik ndonesia
Tahyp .199 Nomgy 82 bahga baran Negary
Repubhk Onesig Mor 3 03) Sey, 8aimang telah
Ubah g Undang-Und & Nomgr 14 Tahyn 2000
tntang Peryp tas ang-Unda Nomor 54
un 9 tang benty Kabupaten
arolan ; Kabup ten Te » Rabupater, Muarg 4 bi,
dan Paten T, ng J Ng Timyr (Lembaran
egarg Republik Indoneg; Tahun 20 Omor g1,
Tamhg Lembargy, Ne €publik |
3639);

Tahun
UU) Nomor 7

or Undang-undang ( .
Undangt ]jl(z;nng Harmonisasi Peratur'an Tal;eurzajzozl
S, Negara Republik Indonesia =
(Lemb‘”;’; Taxibahan Lembaran Negara Nomo

Nomor 4

saan Tanggung Jawab
i elolaan dan

s Nega;er(lfembaran Negara Republik Indonesia
Keuangan

Lembaran Negara
hun 2004 Nomor 66, Ta;x(x)ls?han
;ipublik Indonesia Nomor 4400);




10.

it

U %

P::l::lhg‘tlal}r:dang]) Nomor 23 Tahun 2014 tentang
ranan  Daerah (Lembaran Ne i

Indonesia Tahun 2014 Nomor 24‘8;?1.a Tam

:mbafan Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
debamnmn % telah diubah beberapa kali terakhir

gan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cip
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 6856); '

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Nega
Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambak
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan P .
emerintah No
Kedudukan mor 109 Tahyn
Kepala Daerap, (Iembaganmn Daemfoggnte;lt::g
Tahun 2000 y, Negara Republik Indonesig

mor 21

esia Nomor 403g). o

Republik Indones

ia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016
tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tehun 2018 tentang Perubahan atas Peraturs

Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 20
Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi ¢
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bu
Kota dan Wakil Wali Kota (Berita N
Indonesia Tahun 2018 Nomor 120)

Peraturan Menteri Da‘ilam Negeri No ..'
tentang Pedoman teknis Pengelolaan K
(Berita. Negara Republik Indonesia Ta
1781);

Peraturan Menteri D Negeri No:
Penjabat Wali Kota (Berita Negara
Tahun 2023 Nomor 310);

|
}



tapkan

18.

19.

1. Ketentuan Pasal

Kabupater, Meranpi
Tentan gn Nomor 10
Perangkat Daerah & DPembentykan

. (Lembaran
Merangin Tapyyy, 2016 Nomor 1oy Daerah  Kabupgten

1 diubah sehin berbunyi sebagai
berikut: o 2

Pasal 1
Dalam Peraturan Bu

pati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah

Kabupaten Merangin.

aerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang i
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Merangin. -

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merar

S.Biaya Penunjang Operasional ada

serta segala bentuk kekayaan yang
milik daerah berhubung dengan ha
Daerah tersebut. ‘



adalah ASN yang mendyquyi jabatan

pea veli Pimpinan tinggj

ditetapkan  oleh

karena terdapat
bupati,

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, ditambahkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat

(5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut: .

Pasal 4
(1) Biaya penunjang Operasional Bupati Merangin dan
Wakil Bupati Merangin dianggarkan dalam APBD
pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
pegawai, objek belanja penerima lainnya, pimpinan
dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupe ti,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling t
sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen)
pendapatan Asli Daerah dalam APBD per ts

(3) Anggaran Biaya Penunjang Opere
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialok
untuk ke@'atan koordulasl, pene ::
kerawanan sosial masyarakat, pengaman
kegiatan khusus lainnya guna men
pelaksanaan tugas Bupati dan Walgl Bupa

(4) Pelaksanaan  penganggaran Biaya 5
Operasional dilaksanakan oleh Sekretariat

Kabupaten Merangin.



S
3 o atuan,
Sebagaj beﬁ(ln)udan Ayat (5) “%bahkan 2 (dua) ayat
S berbunyi
Pagq) 5
(1) Pen
aan B
60% (en. 1aya Penunjan Ope
0% o P U Bt g
2) D Persen ; o]
)wzllz?azd Bupati ey "o Bupati
pati Seémentara, maka
Operasiong; dapat men Biaya Penunjang

digunakan oleh Pj Bupati sebesar 100% (seratus

persen) terhitung mulai dilantik sebagai Penjabat
Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebs
berikut:
Pasal 6

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebage
dimaksud dalam pasal 5 meliputi:

a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk me
kegiatan koordinasi yang dilakukan bersame
Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Pei
Pemerintah Desa, Pemerintah Desa lain, m:
dan/atau kelompok masyarakat dalam
membangun keharmonisan hubungan |



Sert& ke

tugag :

BiReti. " / Waig] & Mendulcung pegiggnagn
b. Bia o » Pj Bupati atay Pis

Mmag an

the nfb' it dapag kerawanap sosial

pence;yhfn kegiatan P, L

SOsig] ” A0 penan P~ kera’:‘:“

kemig /akr;gu disebabicay, an;laz

l;:tn:-b;t:agn da:a’ mpsn;::ih be

di d&lam nlmpa ’ Nicana

ar, 3
: Negers Masyarakat M rangin
C. Biayg Pen o Maupyp diluar negeri; s

dalam
s f Pj Bupati
Pencegahan Bupati Serta  dalam

S dan pengp, gan gejol;?cn dan
nfhk. Sosial  4;
5 Syarakat, guna
da:mptakan kondig;j Wwilayah yang kondusif;
d 311;3; kegiatan khusyg lainnya  dapat
akan iayai i
kenggars Membiayai  kegiatan

|
» Promosi, Protokoler, pemberian
Untuk Masyarakat yang berprestasi, kegiatan
olahraga, Sosial, senj

- kebangsaan dan kesatuan,
an  pemberian apresiasi kepada orang
masy t yang membantu tugas
Bupati dan wa; Bupati, Pj Bupati atau Pjs
Bupati diluar kegiatan sebagai mana

i sud pada huruf &, huruf b dan huruf c.

menggunakan

langsung. :
(2) Mekanisme pembayaran 3

sebagaimana

imaksud pada ayat (1) ¢

Umum Daerah.
(3) Kelengkapan pe

t (1) m
sebagaimana







Agar

setiap Orang
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